Catatan Penanganan Kasus Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid 19

Calon pengantin adalah laki-laki usia 19 tahun status duda yang
akan menikahi anak perempuan usia 12,7 tahun lulusan tingkat
1UR Sekolah Dasar. Kasus ini merupakan kasus ketiga dalam satu

OTAH minggu ini terjadi di desa-desa yang letaknya di kaki Rinjani,

Al Lombok Utara. Dengan usaha keras dan melakukan musyawarah

hingga larut malam, kemudian dilanjutkan pada keesokan hari

A=l

akhirnya pada hari Kamis, 28 Mei 2020 rencana perkawinan anak
ini berhasil dibatalkan. Sebuah upaya yang beresiko karena
dilakukan di tengah-tengah adat yang kuat sekaligus di masa
darurat bencana pandemic covid 19 dan hari raya Idul Fitri.
Namun dalam situasi sulit pun, masalah perkawinan anak dan kasus-kasus perempuan
lainnya seperti dan KDRT, kekerasan seksual harus segera ditangani dan tidak dapat ditunda.

Kepemimpinan Perempuan Dan Gerakan Bersama.

Inisiatif pembatalan ini dilakukan oleh Sri Budi Utami! bersama para leader perempuan yang
telah terbangun kesadaran kritis dan komitmennya dari proses belajar di Sekolah
Perempuan. Mereka  menghubungi tokoh adat, kepala dusun dan tokoh masyarakat
setempat untuk memberi penyadaran “jika perkawinan ini dilanjutkan maka akan
melanggar Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia minimal 19 tahun, baik laki-laki
maupun perempuan”. Tetapi, kepala dusun dan masyarakat setempat tetap meminta
mereka harus dikawinkan karena telah melanggar norma adat. Mereka harus menikah
setelah lebaran adat yaitu 3 hari setelah Idul Fitri 1 Syawal. Karena aturan di Dusun Barung
Birak, tidak boleh menikah sebelum lebaran adat dilakukan.

Selanjutnya, Sri Budi Utami dan Sekolah Perempuan
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
yaitu Bidang PP dan PA, menjelaskan tentang terjadinya
pemaksaan perkawinan antara anak perempuan dari
Barung Birak Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan
dengan laki-laki dari Dusun Telaga Legundi, Desa Senaru-
Lombok Utara.

Kemudian Sri Budi Utami bersama Sekolah Perempuan menginisiasi pertemuan antara
Kepala Dusun Barung Birak, tokoh adat, tokoh agama, konselor Perlindungan Anak untuk
memberikan penyadaran tentang bahaya perkawinan anak dengan menggambarkan
berbagai masalah yang akan dihadapi dari perkawinan anak.

1 Sri Budi Utami adalah warga desa setempat yang menjadi staf lapangan dari sebuah gerakan “Gender Watch”
kerjasama KAPAL Perempuan dan LPSDM yang berkolaborasi dengan Pemerintah Lombok Utara. Di desa
Sambik Elen, Sri bertanggungjawab melakukan pengorganisasian dan pendidikan kritis perempuan didesanya
melalui Sekolah Perempuan.



Kesempatan ini juga digunakan untuk sosialisasi UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas
UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16
tahun menjadi 19 tahun. Setelah berbagai argumen dan penjelasan yang disampaikan Sri
dan sekolah perempuan, kepala dusun dan tokoh setempat menyetujui untuk
mengembalikan anak perempuan kepada keluarganya dan perkawinan dibatalkan. Dalam
kesempatan ini juga, pihak desa akan membuat Awig-Awig atau aturan adat pelarangan
perkawinan anak terutama di tingkat dusun karena lebih strategis untuk memperkuat
Peraturan Desa (Perdes).

Apa Yang Mendesak Dilakukan?

Bagi KAPAL Perempuan, LPSDM dan Sekolah
Perempuan, kasus dan gerakan ini bukan yang
pertama karena banyak kasus dan pendampingan
serupa yang sudah dilakukan oleh para leader
perempuan desa yang sudah terbangun kesadaran
kritisnya dan terorganisir dalam wadah belajar
Sekolah Perempuan di wilayah lainnya.

Dari kasus ini, sangat dirasakan bahwa proses
penyadaran masyarakat yang membutuhkan waktu lama dan intensif, adat istiadat meski
melanggar hukum tetap dipegang kuat, sikap masyarakat yang menghakimi dan aparat desa
yang belum memahami peraturan-peraturan perlindungan anak dan perempuan. Situasi ini
meneguhkan pentingnya upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan
dari desa hingga kabupaten.

Belajar dari kasus ini, langkah-langkah jangka pendek yang mendesak dilakukan adalah:

= Melakukan sosialisasi dan penyadaran tentang Revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal
7 yang melarang perkawinan anak. Langkah ini dilakukan kepada perangkat desa, tokoh
masyarakat, tokoh adat, orang tua, anak muda dan semua pihak yang terlibat dalam
proses pelaksanaan perkawinan.

= Melakukan sosialisai Peraturan Mahkamah Agung tentang Dispensasi yang aturannya
sangat ketat.

= Menyebarluaskan dokumen tertulis UU No.16/2019 dalam bentuk yang menarik, mudah
dibaca dan disertai penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat desa.

= Pada masa pandemi covid 19, saat yang tepat mengadvokasi kasus ini kepada Gugus
Tugas tingkat nasional, kabupaten dan desa untuk memasukkan isu perempuan dan
anak kedalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid 19 dari Kabupaten hingga
desa.

= Mengoptimalkan peran semua pemangku kepentingan untuk melakukan pencegahan
dan penanganan kasus perkawinan anak.



=  Memperkuat pemberdayaan perempuan desa yang ditujukan untuk mengembangkan
kepemimpinan perempuan sehingga dapat berperan sebagai informal leader di
komunitas.

= Mendorong adanya Perdes atau Awig-Awig Penghentian Perkawinan Anak sebagai
aturan terdekat yang dapat dipatuhi masyarakat.

Gambaran Singkat Kasus dan Tekanan Tokoh Masyarakat.

Menurut keterangan anak perempuan yang menjadi korban ini, keduanya dituduh telah
“tidur bersama” oleh masyarakat dan tokoh di sekitar rumah anak perempuan. Mereka
dilaporkan kepada Kepala Dusun dan Kepala Dusun meminta keduanya menikah. Padahal
kejadiannya adalah laki-laki bersama temannya mengunjungi rumah anak perempuan dan
ketika pulang motornya kehabisan bensin sehingga kakek dari anak perempuan ini
mengijinkan untuk menginap karena penjual bensin sudah tutup dan sudah larut malam.
Mereka tidak tidur berdua karena ada teman dari anak laki-laki dan 1 teman perempuan
lainnya juga menginap bersama.

Sehari setelah kejadian itu, anak laki-laki dan keluarganya melakukan proses adat dengan
“mencuri” calon pengantin perempuan untuk dikawinkan karena keluarga malu dan merasa
berat dengan tekanan dari masyarakat.

Kasus Beruntun

Pada malam berikutnya, di rumah Sri Budi dilakukan
diskusi dengan tokoh adat tokoh agama, Kadus, kader, dan
BPD. Dalam pertemuan ini didapatkan informasi baru
bahwa terjadi perkawinan anak umur 15 tahun telah
menikah 4 hari yang lalu. Kejadian ini semakin memacu
kita untuk melakukan strategi kontekstual yang mampu
memutus mata rantai perkawinan anak.

Sumber Informasi:
Kasus-kasus ini didiskusikan dalam sebuah grup WhatsApp ”Edukator Sekolah Perempuan
yang dibuat oleh Kasi PP Ria Apriani terdiri dari para ; v
alumni TOT Fasilitator Sekolah Perempuan Kabupaten
Lombok Utara, Pemkab (Kabid PP dan PA dan Kasi
Pemberdayaan Perempuan), Tim LPSDM (Sri, Hana,
Luluk, Ririn H) dan Tim KAPAL Perempuan.

Ditulis oleh Misi dan Indri S ini dari hasil dari
pembahasan melalui komunikasi langsung dengan Sri
Budi oleh Ririn Hayudiani, Misi, Lulu, Indri S.




